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Abstract 
 
This article reviews concept of loss-sale arrangements in the perspectives of anti-
dumping and business competition laws in Indonesia. Review is considered 
helpful to harmonize loss-sale arrangements in Indonesia because two laws and 
two agencies are overlapping to each other in this case that may result in the 
ambiguousness of loss-sale arrangement laws in Indonesia. Research type is 
normative juridical with several approaches such as statute approach, 
comparative approach and conceptual approach. Result of research indicates 
identification disharmony of loss-sale arrangements and loss-sale arrangements 
in the perspectives of anti-dumping and business competition laws in Indonesia 
use concept one regulation and one body. 
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Abstrak 
 
Artikel ini mengkaji tentang konsep pengaturan jual rugi dalam perspektif hukum 
antidumping dan hukum persaingan usaha di Indonesia, yang bertujuan untuk 
mengharmoniskan pengaturan jual rugi di Indonesia karena terdapat dua peraturan 
dan dua lembaga yang saling tumpang tindih yang berakibat pada ketidakpastian 
hukum pengaturan jual rugi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian 
yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan komparatif, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian merujuk pada 
identifikasi disharmoni pengaturan jual rugi dan pengaturan jual rugi  dalam 
perspektif  hukum antidumping dan hukum persaingan usaha di Indonesia melalui 
konsep one regulation and one body. 
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Latar Belakang 
Dewasa ini dunia perdagangan internasional semakin berkembang, 
mencakup hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas negara. 
Perdagangan  dalam bentuk yang sederhana melalui tukar menukar atau barter, 
jual beli, hingga hubungan perdagangan yang lebih kompleks.Perkembangan 
dunia perdagangan diikuti dengan keinginan setiap negara atau pelaku dalam 
perdagangan untuk dapat berpartisipasi dan berkompetisi dalam dunia 
perdagangan internasional. Keinginan untuk berpartisipasi dan berkompetisi 
dalam dunia perdagangan internasional, dilandasi dengan motif utama untuk 
mendapatkan keuntungan. Keinginan untuk memperoleh keuntungan setinggi-
tingginya tidak jarang dilakukan dengan cara curang, salah satunya dengan 
mengekspor suatu produk dengan menetapkan harga yang sangat rendah terhadap 
produk yang sama pada negara pengimpor. 
Negara pengekspor atau pelaku dalam perdagangan yang menetapkan 
harga rendah terhadap produknya pada pasar domestik di negara pengimpor akan 
menimbulkan kerugian, khususnya bagi industri-industri di negara pengimpor 
yang memiliki produk sejenis dengan produk yang dijual dengan harga yang 
rendah tersebut. Kegiatan menjual dengan harga rendah dibawah harga normal 
dari harga seharusnya di negara asalnya atau menjual dengan harga yang rendah 
di negara lain disebut sebagai praktik dumping.Praktek dumping pada nantinya 
dapat mengakibatkan rusaknya pasar dan ruginya pelaku usaha yang menjadi 
saingannya di negara yang melakukan impor.
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Indonesia telah meratifikasi ketentuan “Agreement Establishing WTO, 
termasuk ketentuan tentang antidumping yang dituangkan dalam ketentuan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 
Establishing WTO. Konsekuensi dari Indonesia meratifikasi ketentuan hukum 
internasional adalah Indonesia memiliki kewajiban untuk memasukan hukum 
internasional kedalam hukum nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan 
budaya bangsa. Ketentuan tentang Antidumping diatur dengan disisipkan kedalam 
undang-undang kepabenan pada pasal 18 dan 19 dan dibentuk lembaga Komite 
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Antidumping Indonesia (KADI) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk 
menyelesaian permasalahan dumping di Indonesia. 
Disatu sisi ketika berbicara mengenai dumping tidak dapat terlepas dari 
hukum nasional Indonesia tentang persaingan usaha yang diatur dalam Undang-
undang  Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999), sebagaimana yang 
dijelaskan oleh beberapa ahli hukum persaingan usaha, yaitu Rachmadi Usman
5
 
menyebutkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 melarang kegiatan dumping atau 
menjual rugi (predatory pricing) dan Andi Lubis
6
 menyebutkan bahwa praktek 
jual rugi (predatory pricing) sebagai praktek dumping. Terlihat bahwa UU 
Persaingan usaha juga mengatur permasalahan mengenai dumping sebagai praktik 
jual rugi (predatory pricing) pada pasal 20 dan terdapat lembaga Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hukum antidumping mengatur jual rugi 
dengan menggunakan istilah dumping dan hukum persaingan usaha mengatur jual 
rugi dengan menggunakan istilah predatory pricing. 
Baik regulasi anti dumping dan persaingan usaha, keduanya memiliki 
dasar hukum untuk dapat menangani permasalahan dumping. Sebagaimana 
amanat dari masing-masing regulasi untuk dibentuknya lembaga yang memiliki 
fungsi dan tugas untuk dapat menyelesaikan permasalahan dumping, sehingga 
baik Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) sama-sama memiliki kapasitas dan tugas untuk menyelesaikan 
permasalahan dumping di Indonesia. Maka dengan adanya dua aturan dan dua 
lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan dumping di Indonesia dapat 
menyebabkan terjadinya tumpang tindih (overlapping) yang mempengaruhi 
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kepastian hukum dan suatu saat hal ini dapat menjadi boomerang bagi Indonesia, 
terkait dengan peran negara untuk melindungi industri dalam negeri dan 
konsumen dalam hal ini masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi produk jual 
rugi. 
Indonesia telah bergabung dalam komunitas perdagangan bebas ASEAN, 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), MEA merupakan bentuk integrasi 
ekonomi di wilayah ASEAN dengan sistem perdagangan bebas dan negara-negara 
di wilayah ASEAN akan menjadi satu kesatuan wilayah regional yang akan saling 
melakukan pertukaran dalam bidang ekonomi, baik pertukaran melalui 
perdagangan barang, jasa, penanaman modal atau investasi, dan sumber daya 
manusia atau tenaga kerja dalam bentuk skill. Pada nantinya akan terbentuk 
perdagangan yang kompetitif di dalam ekonomi global dunia dan a produk dari 
luar negeri dapat bebas keluar masuk Indonesia dalam perdagangan bebas MEA. 
Hal ini berakibat pada kegiatan ekspor-impor yangakan semakin mudah dilakukan 
antar negara, maka potensi terjadi praktik jual rugi akan semakin besar. 
 Peraturan jual rugi yang diatur dalam dua pengaturan yang berbeda dan 
adanya dua lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan yang sama untuk 
menyelesaikan permasalahan jual rugi di Indonesia, menimbulkan permasalahan 
terkait peraturan apa dan siapa lembaga yang dapat menyelesaikan jual rugi yang 
dilakukan oleh pelaku usaha asing yang melakukan jual rugi di Indonesia. 
Penelitian ini akan mengkaji pengharmonisan pengaturan dan lembaga jual rugi di 
Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih kedepannya dan tidak menimbulkan 
ketidakpastian hukum. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan 
menggunakan metode Pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk 
mempelajari konsistensi dan kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan 
dengan peraturan perundang-undangan lainnya maupun dengan peraturan dibawah 
undang-undang; pendekatan komparatif (comparative approach) dilakukan 
dengan cara perbandingan hukum dengan negara Uni Eropa, untuk mengetahui 
pengaturan tentang jual rugi, baik dumping dan predatory pricing. Uni Eropa 
merupakan salah satu negara yang telah memiliki aturan yang mengatur khusus 
tentang dumping dan predatory pricing serta menganut sistem hukum Eropa 
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Kontinental sama seperti di Indonesia; dan pendekatan konsep (conseptual 
approach) untuk memudahkan dalam hal mengurai, mengelaborasi dan 
menganalisis pokok masalah yang diteliti sehingga dari pendekatan tersebut dapat 
digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan bahan 
hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (library research).Teknik analisis 
menggunakan metode intrepetasi gramatikal dan metode intrepetasi sistematis. 
Pembahasan 
A. Identifikasi Disharmonisasi Jual Rugi 
Penerapan beberapa jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang 
mengatur satu objek membawa dampak yang kurang baik bagi implementasi 
peraturan itu sendiri. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki maksud dan 
tujuan yang berbeda, sehingga hal ini dapat menyebabkan masing-masing 
peraturan tidak dapat berjalan maksimal. Selain itu adanya perbedaan materi yang 
sebenarnya mengatur objek yang sama, menimbulkan suatu kondisi hukum yang 
tidak harmonis atau disharmoni hukum.
7
 Faktor-faktor yang menimbulkan potensi 
untuk terjadinya suatu disharmoni hukum antara lain sebagai berikut: 
1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak yang berlaku dalam 
tata pemerintahan; 
2. Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran; 
3. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang 
tata pemerintahan yang baik; 
4. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-
undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, antisipasi terhadap 
perubahan dan penegakan hukum;  
5. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-
undangan. 
Terhadap praktek hukum di Indonesia, L.M. Gandhi menyebutkan ada 
sejumlah penyebab timbulnya disharmoni hukum, antara lain:
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1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-
undangan. Disamping itu, jumlah peraturan yang makin banyak 
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menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan 
tersebut. Dengan demikian, ketentuan yang menyebutkan bahwa semua 
orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku membuat 
tidak efektif; 
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksana; 
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan 
instansi pemerintah; 
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan 
Surat Edaran Mahkamah Agung; 
5. Kebijakan-kebijakan instansi Pemerintah pusat yang saling bertentangan; 
6. Perbedaan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah; 
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu; 
8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian 
wewenang yang tidak sistematis dan jelas. 
 Jual rugi dengan menggunakan istilah dumping diatur pada Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 
tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang  Tindakan Antidumping, Tindakan 
Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Sedangkan jual rugi dengan 
menggunakan istilah predatory pricing diatur pada Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak 
Sehat. Dengan adanya dua aturan kunci dalam bentuk Undang-undang tersebut 
diatas menimbulkan disharmoni hukum dalam hal: 
a. Adanya pengaturan objek yang sama dalam dua undang-undang 
b. Adanya dua lembaga yang berbeda 
c. Adanya perbedaan indikasi penetapan jual rugi 
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Tabel. 1: Identifikasi Disharmonisasi 
No. Identifikasi Disharmonisasi 
1. Dua aturan 
mengatur hal 
yang sama 
Dumping Predatory pricing 
a. Pengertian  
 
Menjual suatu produk 
dengan harga lebih 
murah atau rendah 
daripada di negara asal 
produk tersebut dibawah 
harga normal untuk 
produk sejenis.  
 
Pemasokan barang dan atau 
jasa dengan cara melakukan 
jual rugi atau menetapkan 
harga yang sangat rendah 
dengan maksud untuk 
menyingkirkan atau 
mematikan usaha 
pesaingnya di pasar 
bersangkutan sehingga 
dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek 
monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak 
sehat 
Persamaan: 
Baik dumping maupun predatory pricing sama-sama 
dengan kesengajaan untuk menetapkan harga rendah 
dibawah harga normal atau dibawah cost produksi.  
 
b. Pelaku usaha 
 
Pelaku Usaha Asing Pelaku Usaha Asing dan 
Domestik 
Sama-sama dapat dilakukan oleh pelaku usaha asing 
yang melakukan  kegiatan usaha di Negara Indonesia, 
baik dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan 
sendiri maupun bersama-bersama yang didasarkan pada 
perjanjian untukmelakukan berbagai kegiatan usaha 
dalam bidang ekonomi, dalam hal ini perdagangan 
internasional melalui kegiatan ekspor-impor. 
 
(Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999) 
c. Akibat 
 
1. Kerugian materiil 
yang telah terjadi 
terhadap industri 
dalam negeri yang 
memproduksi barang 
sejenis 
2. Ancaman terjadinya 
kerugian materiil 
1. Dapat  menyingkirkan 
pelaku usaha pesaingnya 
di pasar yang 
bersangkutan dengan 
maksud untuk menjadi 
pelaku usaha dominan 
atau tunggal 
2. Menimbulkan persaingan 
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terhadap industri 
dalam negeri yang 
memproduksi barang 
sejenis. Atau 
3. Terhalangnya 
pengembangan 
industri barang 
sejenis di dalam 
negeri. 
 
usaha tidak sehat 
 
sama-sama memiliki unsur mematikan dan 
menimbulkan kerugian pada pelaku usaha pesaing yang 
memproduksi barang atau produk sejenis. 
 
2. Dua lembaga Dumping Predatory pricing 
Komite Antidumping 
Indonesia (KADI) 
Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) 
 
3. Indikasi 
Penetapan Jual 
Rugi 
Dumping Predatory pricing 
a. Adanya barang 
sejenis yang 
diekspor ke suatu 
negara 
b. Adanya penjualan 
dengan harga ekspor 
dibawah harga 
normal 
c. Adanya kerugian 
terhadap 
industridalam negeri 
d. Adanya hubungan 
sebab akibat antara 
penjualan dengan 
harga ekspor yang 
dibawah harga 
normal dengan 
terjadinya kerugian 
dalam negeri 
 
a. Adanya pemasokan 
barang atau jasa 
b. Adanya Pemasokan 
barang dan atau jasa 
dengan harga yang 
sangat rendah 
c. Menghalangi masuknya 
pesaing baru dalam 
pasar dan mematikan 
pelaku usaha 
pesaingnya 
d. Menimbulkan 
persaingan usaha tidak 
sehat  
Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016 
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B. Pengaturan Jual Rugi melalui Konsep One Regulation and One Body 
Pembahasan ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, untuk 
mengkonkritkan ide one regulation and one body (satu aturan dan satu lembaga) 
untuk pengaturan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha asing di Indonesia. 
Sebelum membahas  pengaturan one regulation and one body (satu aturan dan 
satu lembaga), perlu untuk dibahas tentang asas-asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik sebagai pedoman pembentukan peraturan 
perundang-undangan, A. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi untuk:
9
 
“…..memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke 
dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi penggunaan metode 
pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur 
pembentukan yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi penyiapan, 
penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. 
Kemudian dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian, agar 
peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud, serta sebagai 
dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun sebagai dasar 
pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku”. 
 
Dijadikannya asas-asas pembentukan praturan perundang-undangan yang 
baik sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang akan dapat 
memberikan jaminan dalam perumusan norma hukum, yang selanjutnya akan 
diformulasikan dalam materi muatan undang-undang, sehingga tujuan 
pembentukan undang-undang dan kualitas dari undang-undang yang dibentuk 
dapat tercapai, begitu halnya dengan konsep one regulation nantinya harus 
memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 
1. Pengaturan jual rugi dalam perspektif hukum antidumping dan hukum 
persaingan usaha di indonesia melalui one regulation 
Pada mulanya pemberlakuan hukum antidumping sebagai upaya untuk 
mengatasi praktik dumping yang dilakukan oleh pelaku usaha asing atau eksportir, 
dimana atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri. 
Sebagaimana konsekuensi dari semakin berkembangnya perekonomian dunia 
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 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, 
Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 
hlm. 166. 
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menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional baik dalam 
bentuk perdagangan barang dan jasa memaksa munculnya praktik dumping. 
Lembaga antidumping yang diatur dalam Article VI GATT merekomendasikan 
kepada setiap negara anggota, termasuk Indonesia untuk mengimplementasikan 
ketentuan GATT dalam sistem hukum nasional pada masing-masing negara. 
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, treakhir pada Putaran Uruguay 
dihasilkan Antidumping Code 1994 (Agreement on Implementation of Article VI of 
GATT 1994) yang merupakan Multilateral Trade Agreement (MTA) dimana 
instrument hukum tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan 
Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO). Maka dari itu 
Antidumping Code 1994 merupakan satu paket yang integral dari Agreement 
Establishing The World Trade Organization (WTO). 
Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing The World Trade 
Organization (WTO) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564), maka 
secara tidak langsung Indonesia meratifikasi pula Antidumping Code 1994. 
Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa konsekuensi dari Indonesia meratifikasi 
Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO), Indonesia 
kemudian membuat ketentuan dasar tentang Antidumping dengan  menyisipkan di 
dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada Pasal 19 
sampai dengan Pasal 20, yang selanjutnya Pasal 20 dihapus pada Undang-undang 
Nomor17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1995 tentang Kepabeanan.  
Sikap Indonesia memasukan aturan dumping ke dalam hukum nasional 
telah menunjukkan sikap Indonesia dalam komitmennya untuk mengikuti era 
perdagangan bebas menjadi tidak diragukan. Namun dengan Indonesia 
menyisipkan ketentuan tentang Antidumping ke dalam Undang-undang kepabenan 
menunjukkan bahwa pengaturan tentang Antidumping  berada dibawah lingkup 
kepabeanan atau dalam hal ini menunjukan bahwa kebijakan Antidumping 
merupakan bagian dari kepabeanan dan menjadi subordinasi dari kepabeanan. 
Padahal penetapan kebijakan tentang Antidumpingberbeda dengan ruang lingkup 
kepabeanan, walapun ketika telah ditetapkan untuk dikenakan bea masuk, 
11 
 
pelaksanaannya sama-sama dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Menjadi suatu kerancuan bagi pelaku usaha dalam perdagangan internasional 
yang melibatkan antar negara apabila undang-undang kepabeanan dijadikan 
sebagai dasar untuk hukum antidumping. 
Adanya undang-undang lain yang juga mengatur materi yang sama tentang 
jual rugi, dumping  dengan menggunakan istilah predatory pricing, menunjukkan 
bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam pengaturan jual rugi di Indonesia. 
Dengan adanya dua pengaturan yang mengatur hal yang sama akan menimbulkan 
suatu tarik-menarik hukum diantara keduanya. Sehingga bentuk dari harmonisasi 
hukum yang telah dibahas pada bab sebelumnya akan dikongkritkan dalam ide 
satu pengaturan atau one regulation. 
Pengaturan jual rugi, dumping di Uni Eropa telah diatur dalam Undang-
undang khusus yang mengacu pada ketentuan Antidumping Code 1994. Untuk 
pengaturan jual rugi, predatory pricing di Uni Eropa tidak diatur secara tegas 
dalam Treay on The Functioning of The European Union (TFEU) baik dalam 
pasal 101 maupun 102. Ketika terjadi permasalahan predatory pricing akan 
diselesaikan dengan merujuk pada ketentuan pasal 102 TFEU tentang 
penyalagunaan posisi dominan, dengan syarat bahwa predatory ini merupakan 
strategi yang hanya digunakan oleh perusahaan yang sangat dominan dengan 
market share yang tinggi:
10
 
“Mere market power is not enough. The predator sales must account for a 
sizeable fraction of market sales. If not, loss making price attract sales 
from the entire market which makes the strategy unworkable expensive. 
What is more eliminating only one of many rivals leads to insufficient 
gains. All the incumbents stand to benefit from that turn of event and the 
prior investment by anyone of them in loss making prices never pays off”. 
 
sedangkan dalam hukum persaingan di Indonesia, predatory pricing tidak diatur 
dalam subtansi penyalagunaan posisi dominan. Predatory pricing tidak selalu 
dilakukan oleh pelaku usaha dominan, tetapi lebih cenderung dilakukan oleh salah 
satu pelaku usaha oligopoli.
11
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One Regulation diimplentasikan dengan cara membentuk suatu ide berupa 
konsep baru untuk pengaturan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha asing 
yang melakukan kegiatan di perdagangan internasional. Pengaturan kedepan 
mengacu pada ruang lingkup dalam perspektif hukum antidumping dan hukum 
persaingan usaha. Dimana konsep ini merupakan suatu upaya untuk mejembatani 
peraturan jual rugi, baik dumping maupun predatory pricing  yang ada saat ini, 
agar kedepannya tidak terjadi konflik norma berupa tumpang tindih peraturan 
yang menimbulkan ketidakpastian hukum.  
Pengharmonisasian tidak dapat serta merta dilakukan dengan memilih satu 
satu dari dua aturan yang mengatur hal atau objek yang sama. Walaupun asas 
hukum mengatur ketika terjadi konflik norma dapat diselesaikan dengan 
menggunakan asas lex superior derogate legi inferiori apabila terjadi konflik 
norma yang bersifat vertikal dan asas hukum  lex specialis derogate legi 
generalisdan asas hukum  lex posterior derogate legi priori untuk konflik norma 
yang bersifat horizontal
12
, namun untuk pengaturan jual rugi yang dilakukan oleh 
pelaku usaha asing di Indonesia dibutuhkan suatu peraturan dalam bentuk undang-
undang yang baru yang dapat menyelesaikan konflik norma yang terjadi. Asas lex 
specialis derogate legi generalis dapat diterapkan pada undang-undang 
antidumping yang baru, bukan diterapkan pada undang-undang kepabeanan yang 
mengatur ketentuan mengenai antidumping saat ini. 
Pembaharuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di 
Indonesia tidak dapat dihindarkan, bahkan perlu dipercepat.Jika dulu dengan 
diberlakukan kesepakatan umum tarif dan perdagangan multilateral GATT-WTO, 
deklarasi APEC dan AFTA, dimana kesemuanya bercirikan ekonomi yang 
mensyaratkan tanpa batas territorial negara dengan karakteristik semakin kecilnya 
berbagai bentuk hambatan ekonomi. Saat ini negara-negara ASEAN akan 
menggabungkan diri dalam kerja sama ekonomi, melalui Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA). MEA menimbulkan konsekuensi bahwa arus komoditas 
perdagangan dan investasi menjadi semakin bebas keluar masuk ke Indonesia atau 
                                                          
12
 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,(Bandung: Mandar 
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sebaliknya dari Indonesia ke negara lain dengan tidak adanya hambatan tarif dan 
nontarif atau termasuk kebijakan yang bersifat proteksionisme.
13
 
Kondisi tersebut memaksa Indonesia untuk dapat bersaing dengan 
menghasilkan produk yang memiliki daya saing dalam menembus pasar 
internasional.
14
 Di dalam perdagangan bebas persaingan akan semakin ketat 
diantara para pelaku usaha. Pemerintah dalam mengatur kebijakan tentang 
persaingan bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi 
semata, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa. 
Kebijakan perdagangan pemerintah Indonesia yang mengacu pada persaingan 
berdasarkan mekanisme pasar merupakan situasi yang diperlukan bagi tercapainya 
efisiensi. Untuk menjaga serta mempertahankan agar tetap terjadi persaingan yang 
sehat maka dibutuhkan suatu perangkat undang-undang yang menjadi payung 
hukum bagi pelaku usaha dalam bidang perdagangan barang dan jasa dan sebagai 
bentuk kesiapan Indonesia untuk menghadapi dan berpartisipasi dalam era 
perdagangan bebas internasional. Dengan kesiapan Indonesia memiliki peraturan 
yang kokoh, tidak tumpang tindih, dan multitafsir akan menciptakan suatu 
kepastian hukum, sebagai bentuk perlindungan hukum dari pemerintah kepada 
para pelaku usaha.  
Pengaturan predatory pricing di negara Uni Eropa predatory pricing tidak 
diatur secara tegas dalam Pasal 101 dan 102 TFEU. Predatory pricing pada negara 
Eropa diatur dalam lingkup penyalagunaan posisi dominan dibawah pengaturan 
pasal 102 dengan mensyaratkan telah dilakukan tindakan predatory pricing oleh 
pelaku usaha dominan, sedangkan dalam hukum persaingan di Indonesia, 
predatory pricing tidak diatur dalam subtansi penyalagunaan posisi dominan. 
Predatory pricing tidak selalu dilakukan oleh pelaku usaha dominan, tetapi lebih 
cenderung dilakukan oleh salah satu pelaku usaha oligopoli. 
Mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi ketentuan tentang 
Antidumping, maka sudah sepatutnya Indonesia mengatur tentang antidumping 
kedalam undang-undang tersendiri dengan tetap disesuaikan dengan kondisi dan 
kepentingan bangsa secara menyeluruh, sehingga melihat pada kondisi pengaturan 
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jual rugi yang terpisah dalam dua aturan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 
maka untuk meluruskan hal tersebut perlu untuk dijadikan dalam satu undang-
undang. Maka subtansi pengaturan undang-undang antidumping yang baru akan 
mengacu pada subtansi yang ada dalam ketentuan Antidumping Code 1994 
dengan beberapa penambahan subtansi yang disesuaikan dengan kepentingan 
nasional dan keharmonisan peraturan. 
Konsep one regulation pada undang-undang antidumping perlu untuk 
mempertimbangkan beberapa Indikator  penetapan jual rugi yang dilakukan oleh 
pelaku usaha asing untuk selanjutnya dimasukan dalam subtansi pengaturannya. 
Untuk menjembatani kepentingan jual rugi, baik dalam bentuk dumping dan 
predatory pricing, sehingga dengan adanya penambahan indikator diharapkan 
undang-undang antidumping juga dapat memberikan perlindungan terhadap 
pelaku usaha dalam negeri dengan turut menciptakan suatu persaingan usaha yang 
sehat. Indikator penetapan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha asing 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Produk yang dijual di negara lain dengan harga rendah dibawah harga 
normal atau dibawah cost produksi. 
2) Produk yang diimpor dengan harga dibawah harga normal 
mengakibatkan kerugian secara materiil untuk industri dalam negeri 
atau industri domestik. 
3) Terdapat unsur mematikan yang bertujuan menghilangkan pelaku 
usaha pesaing dan menghalangi masuknya pelaku usaha baru. 
4) Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat. 
5) Antara tindakan jual rugi yang dilakukan dengan adanya akibat yang 
ditimbulkan terdapat suatu hubungan atau causal link. 
2. Pengaturan jual rugi dalam perspektif hukum antidumping dan hukum 
persaingan usaha di indonesia melalui one body 
Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) sama-sama memiliki tugas dan kewenangan untuk dapat 
menyelesaikan permasalahan jual rugi di Indonesia. Ketika terdapat dua lembaga 
yang sama-sama memiliki kewenangan yang sama pada objek yang sama akan 
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menimbulkan tarik-menarik kewenangan yang berdampak pada kepastian hukum 
tidak dapat tercapai. Sehingga untuk mengharmoniskan kedua lembaga tersebut 
ditempuh dengan jalan one body atau satu lembaga yang dapat menangani dan 
menyelesaikan permasalahan jual rugi, baik dumping maupun predatory pricing 
yang dilakukan oleh pelaku usaha asing di Indonesia.  
Seperti halnya dengan konsep one regulation, dimana mengeluarkan 
pengaturan predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku usaha asing dari 
undang-undang persaingan usaha dan memasukan dalam undang-undang 
antidumping yang baru, begitu pula dengan konsep one body. Untuk 
mengharmoniskan kewenangan dua lembaga tersebut, maka ditempuh dengan 
mengeluarkan ketentuan predatory pricing yang dilakukan pelaku usaha asing dari 
daftar kewenangan KPPU untuk menyelesaikannya. 
Bahwasannya asas hukum mengatur ketika terjadi konflik norma, untuk 
menyelesaikannya dapat diselesaikan dengan menggunakan asaslex superior 
derogate legi inferiori apabila terjadi konflik norma yang bersifat vertikal dan 
asas hukum  lex specialis derogate legi generalis dan asas hukum  lex posterior 
derogate legi priori untuk konflik norma yang bersifat horizontal. Asas lex 
specialis derogate legi generalis dapat diterapkan dalam konsep one body, karena 
Komite Antidumping Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kekhususan 
dibanding dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini diperkuat dengan 
Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing The World Trade 
Organization (WTO) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564), 
termasuk didalamnya  Indonesia meratifikasi pula Antidumping Code 1994. 
KADI merupakan unit lembaga pemerintah yang bertugas menangani hal-
hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi importasi barang dumping dan 
barang mengandung subsidi yang berpedoman pada Antidumping Code 1994.  
KADI memiliki tugas pokok untuk melakukan penyelidikan terhadap barang 
dumping dan barang mengandung subsidi, mengumpulkan, meneliti dan 
mengolah bukti dan informasi, mengusulkan bea masuk antidumping dan bea 
masuk imbalan, yang menjadi khusus adalah KADI memiliki kapasitas untuk 
melakukan pembelaan terhadap produk Indonesia yang dituduh melakukan 
16 
 
dumping, sehingga KADI merupakan satu-satunya instrument legal yang dapat 
dipakai untuk melindungi industridalam negeri dari persaingan barang impor yang 
tidak yang tidak fair yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping. 
Di negara Uni Eropa baik permasalahan jual rugi, dumping maupun 
predatory pricing diselesaikan oleh satu lembaga yang sama, yaitu European 
Community atau European Commission
15
. Eksportir yang terbukti melakukan jual 
rugi dan mengakibatkan kerugian yang mengganggu kepentingan masyarakat, 
selanjutnya akan dikenakan tindakan antidumping, olehlembaga yang berwenang 
menentukan sanksi terhadap eksportir yang terbukti melakukan tindakan dumping, 
yaitu European Council, dalam hal ini oleh Council of Minister.
16
 
KADI memiliki kekhususan untuk dapat menyelesaikan permasalahan jual 
rugi baik yang dilakukan oleh negara anggota WTO dan negara non anggota 
WTO, sehingga ketika negara non anggota WTO melakukan jual rugi di Indonesia 
KADI dapat menyelesaikan dengan bepedoman pada prosedur penyelidikan dari 
ketentuan WTO sama halnya untuk negara anggota WTO yang melakukan jual 
rugi di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Imran Fahmi sebagai pewakilan 
dari KADI bahwa sebelumnya KADI pernah melakukan penyelidikan sunset 
review  untuk produk hot rolled coil (HRC) dengan menambahkan negara 
Belarusia dan Kazakhstan sebagai negara yang dituduh melakukan jual rugi, 
dimana pada saat itu Belarusia dan Kazakhstan belum menjadi anggota WTO.
17
 
Saat ini negara nggota WTO berjumlah 162 negara dengan 22 negara sebagai 
observer government dan seluruh negara anggota ASEAN
18
 telah menjadi negara 
anggota WTO. Hal ini terkait dengan Indonesia telah menggabungkan diri dalam 
Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga nantinya seluruh negara ASEAN akan 
berpedoman pada ketentuan WTO untuk mengatur kerjasama perdagangan 
internasional antar negara tersebut.  
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Saat ini pengaturan perangkat hukum antidumping berupa kelembagaan 
hukum antidumping dan prosedur penyelidikan antidumping diatur sebagai 
berikut: 
1. Komite Antidumping Indonesia 
Komite Antidumping Indonesia (KADI) selain sebagai lembaga teknis 
administratif, juga sebagai lembaga penegak hukum di bidang 
antidumping, karena KADI memiliki tugas untuk melakukan 
penyelidikan terhadap produk yang diduga melakukan dumping. 
Ketua, wakil ketua dan anggota serta sekertaris KADI diangkat dan 
diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sehingga 
ketua KADI bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan. 
KADI bekerja dibawah koordinasi atau naungan Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan, ketika KADI melakukan penyelidikan 
dan terbukti terjadi dumping berdasarkan analisisnya, maka KADI 
mengusulkan pengenaan bea masuk antidumping kepada Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan. 
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Atas dasar hasil akhir dari penyelidikan KADI yang membuktikan 
adanya barang dumping, Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan bea masuk 
antidumping atau bea masuk imbalan. 
3. Menteri Keuangan 
Atas dasar keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri 
Keuangan menetapkan besarnya bea masuk antidumping atau bea 
masuk imbalan.  
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk memungut bea masuk 
antidumping dan bea masuk imbalan, menetapkan dan mengembalikan 
kelebihan pembayaran bea masuk antidumping sementara serta 
menetapkan dan mengembalikan kelebihan bea masuk antidumping. 
5. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 
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Lembaga ini bertugas memeriksa dan memutuskan banding terhadap 
keputusan penetapan bea masuk antidumping oleh pejabat yang 
berwenang. 
 
 Melihat pada kelembagaan hukum antidumping dan prosedur penyelidikan 
antidumping saat ini, dengan adanya beberapa lembaga pelaksana administrasi 
hukum antidumping dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses 
penyelidikan praktik dumping hingga pemungutan biaya masuk antidumping, 
terlihat kurang efektif dengan panjangnya proses yang harus dilalui. Dalam 
praktiknya tidak semua hasil temuan hasil temuan dan analisis KADI yang 
diusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan ditindaklanjuti atau 
membutuhkan waktu yang lama untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk 
ditetapkan.Pengaturan yang ada saat ini tidak mengatur hal tersebut sehingga 
menimbulkan ketidakpastian, juga terdapat ketentuan mengenai tidak ada 
keharusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan 
dan usulan KADI. 
 KADI diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sehingga dapat dikatakan bahwa KADI 
dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jika Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan menindaklanjuti temuan dan usulan dari KADI maka Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan akan membuat rekomendasi kepada Menteri 
Keuangan tentang usulan pengenaan bea masuk antidumping. Selanjutnya Menteri  
Keuangan yang akan memutuskan pengenaan bea masuk antidumping atau tidak. 
Di Negara Uni Eropa setelah dilakukan komparasi, terlihat bahwa untuk 
pengaturan antidumping, Uni Eropa memiliki Lembaga yang berwenang 
menangani masalah-masalah antidumping adalah komisi European Community 
atau European Commission (Direktorat Jenderal I) dan eksportir yang terbukti 
melakukan dumping dan mengakibatkan kerugian yang mengganggu kepentingan 
masyarakat, selanjutnya akan dikenakan tindakan antidumping, oleh lembaga 
yang berwenang menentukan sanksi terhadap eksportir yang terbukti melakukan 
tindakan dumping, yaitu European Council, dalam hal ini oleh Council of 
Minister. 
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 Keterlibatan pemerintah dalam memutuskan pengenaan tindakan 
antidumping memang penting, mengingat bahwa praktek dumping melibatkan 
hubungan antar negara dan penetapan bea masuk antidumping termasuk kebijakan 
publik yang berdampak terhadap lalu lintas perdagangan internasional. Melihat 
kepada Uni Eropa bahwa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan tindakan 
antidumping, tersentral pada dua lembaga inti European Commissiondan 
European Council, dalam hal ini oleh Council of Minister. 
 Untuk pengaturan undang-undang antidumping yang baru diatur konsep 
one body dengan membuat lembaga KADI tidak berada dibawah Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana yang terjadi saat ini. Proses 
penyelesaian praktik jual rugi, baik dumping dan predatory pricing kedepannya 
akan lebih efektif jika KADI dibawah koordinasi dari Departemen Keuangan, 
mengingat bahwa: 
1. Kebijakan antidumping menyangkut lalu lintas perdagangan 
internasional, namun keputusan dari lembaga administrasi antidumping 
adalah penetapan bea masuk antidumping sebagai sanksi atas praktik 
dumping yang pelaksanaannya dikelola oleh negara yaitu Departemen 
Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
2. Mengingat Direktorat Jenderal Bea Cukai yang memungut bea masuk 
antidumping berada dibawah Departemen keuangan, sehingga dengan 
menempatkan KADI dibawah koordinasi Departemen Keuangan akan 
dapat mempersingkat rantai birokrasi, sehingga pelaksanaan teknis dan 
administrasi hukum antidumping dapat terlaksana secara efektif dan 
efisien.  
 
Simpulan  
Berdasarkan kajian atas permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pengaturan jual rugi dalam perspektif hukum Antidumping (Agreement on 
Implementation of Article VI of GATT 1994 atau Antidumping Code 1994) dan 
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999) kedepan 
agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dapat diselesai melalui konsep one 
regulation and one body. Pengaturan jual rugi diatur dalam satu peraturan 
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perundang-undangan khusus yaitu dengan membentuk undang-undang 
antidumping yang baru, karena pengaturan yang ada saat ini hanya disisipkan 
dalam undang-undang kepabeanan. Lembaga yang dapat menyelesaikan 
permasalahan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha asing di Indonesia 
diselesaikan oleh Komite Antidumping Indonesia (KADI). KADI memiliki fungsi 
kedalam untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan jual rugi dan sifat 
keluar untuk dapat melakukan pembelaan ketika Indonesia dituduh melakukan 
jual rugi di negara lain, serta  adanya sifat kekhususan dari lembaga KADI untuk 
dapat menyelesaikan permasalahan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku asing 
baik dari negara anggota WTO maupun non anggota WTO. 
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